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ABSTRAK

Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023
menimbulkan kontroversi. Perppu ini diterbitkan sebagai respon terhadap putusan
Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil serta inkonstitusional bersyarat.
Proses pengesahan yang berlangsung cepat dengan keterbatasan ruang partisipasi
masyarakat, khususnya kelompok pekerja, akademisi, dan organisasi lingkungan,
berpotensi melanggar asas transparansi dan partisipatif dalam pembentukan hukum
yang demokratis. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama: (1) Bagaimana
implikasi pengesahan UU No. 6 Tahun 2023 terhadap tingkat partisipasi
masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan? (2) Bagaimana
tinjauan Figh Siyasah dalam pengesahan perppu Cipta Kerja menjadi UU No. 6
Tahun 20237

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan fokus pada
analisis peraturan perundang-undangan (sfatute approach) serta pendekatan
konseptual (conceptual approach). Data primer berupa UU No. 6 Tahun 2023,
Perppu Cipta Kerja, dan dokumen resmi terkait proses legislasi, sedangkan data
sekunder meliputi literatur, jurnal ilmiah, buku teori hukum tata negara, serta
penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi
kepustakaan dan analisis dokumen. Dengan kerangka teori partisipasi publik,
pengawasan publik, dan maslahah mursalah sebagai landasan analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan Perppu Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 menyebabkan penurunan signifikan
partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan melemahkan mekanisme
pengawasan publik. Proses yang cepat dan tertutup melanggar prinsip keterbukaan
dan partisipasi masyarakat dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Keterbatasan partisipasi ini melemahkan kualitas
substansi dan legitimasisosial UU No. 6 Tahun 2023, yang terlihat dari demonstrasi
massal, penolakan masyarakat sipil, dan pengajuan judicial review ke Mahkamah
Konstitusi. Dari perspektif figh Siyasah dan teori maslahah mursalah, pengesahan
ini bermasalah karena tidak memenuhi kriteria dharirah (keadaan darurat) yang
sejati, melanggar prinsip musyawarah (asy-shiira), mengabaikan prinsip keadilan
(al-‘Adalah), dan tidak mencapai kemaslahatan umum yang universal (maslahah
kulliyyah) karena mengorbankan perlindungan hak-hak pekerja dan lingkungan
hidup.

Penelitian merekomendasikan agar pemerintah dan DPR membatasi
penggunaan Perppu hanya untuk situasi kegentingan memaksa yang benar-benar
memenuhi kriteria konstitusional, meningkatkan mekanisme partisipasi publik
yang inklusif dan transparan dalam proses legislasi terutama untuk regulasi
berdampak luas, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan UU No. 6
Tahun 2023 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk
mengidentifikasi dampak negatif dan melakukan perbaikan, serta Mahkamah
Konstitusi perlu mempertimbangkan secara mendalam permohonan  baik dari
aspek formil maupun materiil untuk memastikan perlindungan hak-hak
konstitusional masyarakat.
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